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PUTUSAN
Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu bagi rakyat pencari keadilan pada tingkat pertama dalam persidangan
Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan

oleh :

PENGGUGAT, umur 2 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Catur 00 No.
00, Kos Puri Kirana kamar No.00 Kota Denpasar, Propinsi Bali,

selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;
melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cargo Indah 00 Nomor 00,
Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai
“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat dalam persidangan;

Setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018
yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Denpasar Nomor 000/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 11 Oktober 2018
telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan

pernikahan pada tanggal 05 Maret 2017, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat
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Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, sesuai Kutipan
Akta Nikah Nomor: 0064/008/111/2017, tanggal 06 Maret 2017;

2. Bahwa, setelah setelah akad nikah Tergugat tidak mengucapkan sighat
taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya
sebagaimana tercantum di dalam buku kutipan akta nikabh;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di Jalan Cargo Indah 00 No. 00 Denpasar Kamar No. 00 dan selama
pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama :
ANAK lahir tanggal 08 September 2015, anak tersebut berada dalam
asuhan ibu kandungnya;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam
keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2018 ketentraman rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
penyebabnya antara lain:

Perbedaan pendapat dari hal kecil/sepele menjadi besar dan melebar, lalu
muncul rasa curiga, tidak ada kepercayaan, sampai menuduh/fitnah yang
tidak ada dasar dan buktinya;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus
sehingga akhirnya sejak tanggal 12 Juni tahun 2018 hingga sekarang
selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah
berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama dengan perempuan lain bernama ARY RAHAYU
NINGSIH, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat
bertempat tinggal di Jalan Gunung Catur 00 No. 00 Denpasar Kost Puri
Kirana Kamar 00 dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Cargo Indah 00
No. 00 Denpasar Kamar no. 00, dan selama itu sudah tidak hidup bersama
lagi;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut
mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada
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B4

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina
rumah tangga;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum
Islam pasal 116;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbula akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Denpasar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat ( PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir
dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam
persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor
000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 15 Oktober 2018 dan tanggal 23 Oktober 2018
yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap
perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses
mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi
dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi

tidak dapat untuk dilaksanakan;
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Bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat
agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat
namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0064/008/111/2017, tanggal 06 Maret
2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali. Bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis
diberi tanda P.1,;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat
telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama :

I. SAKSI PERTAMA, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat kediaman di Jalan Gunung Catur 00 Nomor 00, Desa Buana Raya,
Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara terpisah
dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya
sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 4 bulan yang lalu karena
saksi tetangga kos Penggugat dan saksi kenal Tergugat yang bernama
TERGUGAT sebagai suami Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah
lama menikah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Denpasar di Jalan Gunung Catur;

d. Bahwa sepengetahuan saksi rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar dan saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan
Tergugat bertengkar, hal ini disebabkan karena Penggugat cemburu
terhadap Tergugat;

e. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah sejak

3 - 4 bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman
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bersama dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah datang
lagi kepeda Penggugat;

g. Bahwa setahu saksi sebulan setelah Penggugat dan Tergugat tinggal
pisah, ada pihak keluarga yang sudah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

II. SAKSI KEDUA, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga,
tempat kediaman di Jalan Gunung Catur 00 Nomor 00, Desa Buana Raya,
Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, yang secara
terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada
intinya sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga
kos saksi dan saksi kenal Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai
suami Penggugat;

b. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sudah
lama menikah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

c. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
Denpasar di Jalan Gunung Catur;

d. Bahwa sepengetahuan saksi rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak
harmonis lagi, penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering
bertengkar dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sampai diluar kamarnya, hal ini disebabkan karena Tergugat sering keluar
rumah dengan wanita lain, dan saksi tidak kenal dengan wanita tersebut,
namun saksi sering melihat Tergugat sering dijemput oleh wanita tersebut
di depan kos;

e. Bahwa Penggugat tidak tahu kalau Tergugat dijemput oleh wanita lain
tersebut dan saksi yang memberitahukan kepada Penggugat jika Tergugat
pergi dijemput oleh wanita tersebut;

f. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tinggal pisah rumah sejak
3 bulan sampai 4 bulanan yang lalu, Tergugat yang meninggalkan

kediaman bersama setelah Tergugat bertengkar dengan Penggugat;
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g. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bisa hidup rukun lagi
dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;
Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para
saksi tersebut di atas;
Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana
Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat,
ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon

perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera
dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan
dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di
persidangan meskipun menurut relaas panggilan nomor
000/Pdt.G/2018/PA.Dps tanggal 15 Oktober 2018, dan tanggal 23 Oktober
2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 1 RBg. perkara
ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fighiyyah yang tercantum dalam
Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat
majelis;

A3 Y alls sed agaly Gpabusd) a8 (e aSla I o0 e
Artinya :" Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap

persidangan, sedang orang tersebut tidak memenubhi
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panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah
haknya;”

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud
Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur
Mediasi, serta tidak pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh
Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah
dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah
berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan
hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, terbukti
Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar
dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif
Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Buku
Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan
Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar
untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan
bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin becerai dengan Tergugat adalah
karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah antara Penggugat
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dengan Tergugat tidak ada kesamaan pemikiran dan prinsip hidup tidak
kepercayaan sesama pasangan hidup dan sejak kurang lebih 4 bulan yang lalu
antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa
nafkah lahir dan bathin. Atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut,
Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak
sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir
dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan
Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil-dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan
saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah
dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
meteri kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan
perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan
saling melengkapi serta menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para
saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, yang
selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak, rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
kecocokan dan kesamaan pemikiran dan prinsip hidup dan tidak ada
kepercayaan sesama pasangan seta Tergugat sudah punya wanita idaman
lain, dan sejak 3-4 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah
pisah tempat tinggal, Terugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga
sekarang tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin. Dan pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali
dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi
syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, maka
keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi
rumusan sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan
keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum
dalam perkara ini dimana Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya
sebagai seorang suami dan tidak tercipta adanya hubungan komunikasi yang
baik antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya mereka telah pisah rumah sejak
4 bulan yang lalu hingga sekarang, walaupun telah diupayakan untuk rukun
kembali membina rumah tangga yang bahagia namun tidak berhasil dan
Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah
tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, jika fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan maksud
dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang
perempuan sebagai suami istri dapat memperoleh ketenangan dengan saling
memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagimana
ditentukan Allah SWT, namun pada kenyataannya antara Penggugat dan
Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh berbagai sikap Tergugat
sebagaimana tersebut di atas yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat
telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang
tanpa ada nafkah lahir dan bathin dan sudah saling tidak memperdulikan lagi
satu sama lainnya sehingga hubungan lahir dan bathin menjadi tidak harmonis,
dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak
dapat dicapai sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT
dalam surat Ar rum ayat 21;

Yang artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaannNYA, ialah Dia
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan
dijadikanNYA diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya
yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir;

Maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian
dibiarkan akan menambah mudhorot bagi kehidupan lahir dan bathin

Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim
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perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya terlepas dari penderitaan
bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang
ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti dan
cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
yaitu :

“"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah
tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah
diupayakan menasihati baik oleh Majelis maupun keluarga para pihak, namun
tidak berhasil maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, diubah lagi untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat petitum Nomor 2 cukup beralasan
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan
Tergugat telah bergaul layaknya suami istri ( ba’da dukhul ), dan berdasarkan
Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam, talak yang
dijatuhkan adalah talak bain shugro, maka berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan
amar "Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum
dalam kitab Ghoyatul Marom :

Alh oaldllagle Glh a3 lda, Ml ae jare 2idl 1
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Artinya : ”Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak,
maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut
dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir

di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (TERGUAT terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama di Denpasar, pada hari Senin tanggal 29 Oktober
2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami
Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, serta
Drs. H. M. Ishagq, M.H., dan H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H., sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Ketua Majelis yang di dampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu
oleh M. Dedie Jamiat, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;
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Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota
Dra. St. Nursalmi Muhammad

Drs. H. M. Ishaq, M.H.

H. M. Helmy Masda, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M.Dedie Jamiat, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp375.000,00

3. Biaya proses : Rp50.000,00

4. Redaksi : Rp5.000,00

5. Meterai : Rp6.000,00
Jumlah : Rp466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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